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MOTTO 
“Masalah bukanlah tanda untuk berhenti. 
Ia adalah petunjuk.” 
(Robert H. Schuller) 
 
“Kesabaran itu pasti mengalahkan hari yang berat sekalipun. 
Hanya yang kurang bersyukur yang kalah, 
hanya yang kurang mengerti yang putus asa.” 
(Akai Enoch) 
 
“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.” 
(Bobby Unser) 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of institutional ownership, the 
proportion of independent commissioners, compensation for fiscal losses on tax 
aggressiveness. While the independent variable is the effect of institutional 
ownership, the proportion of independent board of commissioners, fiscal loss 
compensation. 
The population in this study are banking sector companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the 2014-2018 period. The sampling method 
used was purposive sampling method in order to obtain 27 samples. The total 
data processed in this study was 127 data. The type of data used is secondary data 
in the form of annual financial statements of companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange during the 2014-2018 period. 
Data analysis method used in this study is multiple regression. The results 
of this study indicate that institutional ownership influences tax aggressiveness. 
The proportion of the independent board of commissioners has no effect on tax 
aggressiveness. Fiscal loss compensation has no effect on tax aggressiveness. 
 
Keywords: tax aggressiveness, institutional ownership, proportion of independent 
board of commissioners, fiscal loss compensation. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
proporsi dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas 
pajak. Sedangkan variabel independennya adalah pengaruh kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling sehingga 
diperoleh 27 sampel. Jumlah seluruh data yang diolah dalam penelitian ini 
sebanyak 175 data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2014-2018. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Proporsi dewan komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kompensasi rugi fiskal tidak 
berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  
Kata kunci: agresivitas pajak, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 
independen, kompensasi rugi fiskal.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak wajib dibayarkan oleh pribadi maupun wajib pajak badan atau 
perusahaan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa 
perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba 
bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. 
Perusahaan berkewajiban membayar pajak, pembayaran pajak bagi 
perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung, sebab mengurangi laba 
bersih yang diterima. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha meminimalkan biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh laba. Sementara bagi pemerintah berupaya 
memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dengan tujuan wajib pajak yang 
maksimal bagi perusahaan sebagai wujud bentuk pertanggungjawaban perusahaan 
kepada pemerintah (Yoehana,2013). 
Penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 - 2018  
penerimaan pajak yang diterima pemerintah yang tercantum dalam APBN tidak 
mencapai target. Penerimaan pajak selama lima tahun tersebut dapat dilihat pada 
tabel 1.1 
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Tabel 1.1 
Realisasi dan Target Pajak Tahun 2014-2018 
 Tahun 
2014 
Tahun 
2015 
Tahun 
2016 
Tahun 
2017 
Tahun 
2018 
 Dalam Triliun 
Target (Rp) 
Realisasi 
Persentase 
1.148,4 
1.071,1 
93% 
1.246,1 
1.143 
91,73% 
1.489,3 
1.235,8 
82,98% 
1.283 
1.147 
89,4% 
1.424  
1.315,9  
92,4% 
   Sumber: Dirjen Pajak, 2014 - 2018. Sudah Diolah 
Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 
berkenaan dengan evaluasi penerimaan pajak di akhir tahun 2014-2018, terjadi 
peningkatan jumlah penerimaan pajak tetapi persentase perbandingan realisasi dan 
target pajaknya terus menurun dari tahun 2014 sampai 2018. Hal ini menandakan 
target yang diharapkan pemerintah belum terealisasi secara optimal, karena 
kurang kepatuhan wajib pajak perusahaan pada pemerintah. 
Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tax ratio, Amri (2017) 
menjelaskan bahwa Tax ratio merupakan rasio jumlah pajak yang dikumpulkan 
pada suatu masa dibandingkan atau dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 
di masa yang sama. Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula 
kepatuhan wajib pajak. 
Dilihat dari tax ratio, yaitu suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam 
suatu negara. Hal ini dikemukakan oleh Sigit Priadi Pramudito dalam Reminda 
(2017), selaku Direktur Jendral Pajak, pada tahun 2018 tax ratio Indonesia 11,9%, 
masih lebih rendah dari Philipina yang memiliki tax ratio 12,4%, Malaysia 
15,2%, Singapura 13,4%, Thailand 16,6%, dan Laos 13,7% Tax ratio rendah 
mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak demi 
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mempercepat proses pembangunan nasional. Berikut ini merupakan perbandingan 
tax ratio Indonesia dengan negara-negara lain di Asia. 
Gambar 1.1 
Tax Ratio di Asia Tenggara 
 
     Sumber: Dirjen Pajak, 2018 yang Sudah Diolah 
Dari gambar 1 terlihat Indonesia dalam tax ratio berada di urutan nomor 6 
lebih tinggi dari Kamboja dan Myanmar. Selanjutnya tax ratio di Indonesia dalam 
kurun waktu antara 2009 – 2018 diperoleh persentase sebagai berikut:  
Gambar 1.2 
Tax Ratio di Indonesia Tahun 2009 – 2018 
 
        Sumber: Dirjen Pajak, 2009 – 2018 yang Sudah Diolah 
Berdasarkan pada gambar 1.2 fenomena dalam dunia perpajakan di 
Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tingkat tax ratio Indonesia yaitu sekitar 
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12%. Hal tersebut masih menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga APBN Indonesia bisa memenuhi 
kebutuhan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi upaya yang 
dilakukan pemerintah ternyata belum mampu mengatasi hal tersebut. Dibuktikan 
dengan adanya kasus yang terungkap sehingga mengurangi penerimaan pajak 
negara yang berdampak pada tax ratio yaitu penggelapan dan penghindaran pajak.  
Salah satu penyebab penerimaan pajak belum terpenuhi karena agresivitas 
pajak. Menurut Dirjen Pajak Indonesia pada tahun 2014  bahwa perusahaan yang 
melakukan agresivitas pajak yang terbanyak pada perusahaan perbankan. Salah 
satu contohnya yaitu dilakukan oleh bank Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited (HSBC) yang membantu 106.000 klien di 203 negara untuk 
menghindari pajak. Nasabah-nasabah tersebut memiliki rekening berjumlah US$ 
118 miliar (>Rp 1.400 triliun). Berdasarkan dokumen HSBC ada empat hal yang 
mengemuka salah satunya yaitu HSBC secara agresif memasarkan skema agar 
klien-klien kaya bisa menghindari pajak yang berlaku di Eropa. HSBC dalam 
menyelesaikan kasus penggelapan pajak tersebut didenda 353 juta dolar AS pada 
tahun 2016 (Kurniawan, 2017). 
Agresivitas pajak juga terjadi pada bank Permata pada tahun 2016 telah 
melakukan penghindaran pajak. PT Molucca sebagai perusahaan fiktif yang 
didirikan Bank Permata. Dalam hal ini bank Permata menghindari pajak sebesar 
25% sesuai Pasal 17 ayat (2) a UU Pajak (Cicilia, 2018). Cara yang dilakukan 
oleh bank Permata yaitu melakukan pengalihan piutang terhadap Pelita kepada PT 
Molucca dan dihitung sebagai kerugian.  
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Dari dua kasus tersebut, Kusuma dan Firmansyah (2018) menjelaskan 
bahwa agresivitas pajak merupakan manipulasi untuk mengurangi besarnya laba 
kena pajak, sehingga memerlukan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan 
yang terlibat dalam usaha mengurangi besarnya pajak perusahaan ke pemerintah.   
Penelitian mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 
salah satunya adalah kegiatan agresivitas pajak. Berbagai faktor yang berpengaruh 
juga sudah diteliti. Dewi dan Jati (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Ginting 
(2016), Kusuma dan Firmansyah (2018), Novitasari (2017), Nugraha dan 
Firmansyah (2017), Nugraha dan Meiranto (2015). Mereka telah melakukan 
penelitian mengenai faktor yang yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
Beberapa faktor yang digunakan yaitu: Corporate Governance, Leverage, 
Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba. Hasil dari 
penelitian yang dilakukan berbeda-beda dengan penggunaan proksi pengukuran 
yang berbeda. 
Namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada dua variabel  
yaitu: corporate governance dan kompensasi rugi fiskal. Corporate governance 
dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua proksi yaitu: kepemilikan 
institusional dan proporsi dewan komisaris independen. Penggunaan dua proksi 
tersebut diharapkan dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional dan 
proporsi dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap 
perilaku manajemen agar terhindar dari tindakan kecurangan pajak. Sedangkan 
variabel kompensasi rugi fiskal digunakan karena metode ini bisa saja dijadikan 
peluang bagi perusahaan untuk menghindari beban pajak yang cukup tinggi. 
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Diantari dan Ulupui (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional 
dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih 
optimal terhadap kinerja manajemen, semakin banyak nilai investasi yang 
diberikan kedalam sebuah perusahaan, akan membuat sistem monitoring dalam 
perusahaan tersebut lebih tinggi.  
Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring 
yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 
institusional yang efektif dalam monitoring perusahaan dapat mengurangi 
tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Nugroho dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) menyimpulkan 
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  
Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut Ardyansah dan 
Zulaikha (2014) adalah proporsi komisaris independen. Komisaris independen 
memiliki peranan penting dalam perusahaan sebagai pengawas dan mengarahkan 
agar perusahaan beroperasi sesuai peraturan yang berlaku agar tidak melanggar 
peraturan, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan. 
Ginting (2016) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah dewan 
komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi atau dewan lainnya. Komisaris 
independen mempunyai kemampuan untuk bertindak secara independen untuk 
mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan 
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menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya 
penghindaran pajak. 
Hasil penelitian yang dilakukan Ginting (2016) menyimpulkan bahwa 
Corporate governance (komisaris independen) berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari 
(2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan 
terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menyimpulkan bahwa proporsi 
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.  
Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kompensasi rugi 
fiskal. Saifudin dan Yunanda (2016) menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal 
merupakan salah satu insentif perpajakan yang diberikan negara kepada wajib 
pajak. Insentif yang diberikan untuk memberikan rasa keadilan dalam membayar 
pajak. Ketika mengalami keuntungan wajib pajak membayar pajak dan ketika rugi 
negara memberikan keringanan atas pembayaran pajak dimasa yang akan datang.   
Menurut penelitian Ginting (2018) menemukan bahwa kompensasi rugi 
fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian inin sejalan dengan 
penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi 
fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) dan Waluyo et. al (2015) 
menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
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Atas dasar hasil beberapa penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai peran pengaruh variabel yang diteliti dengan 
agresivitas pajak. Oleh karenanya peneliti mengambil judul “Pengaruh 
Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan 
Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perbankan 
di BEI Tahun 2014-2018”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Masalah agresivitas pajak merupakan masalah penting, karena merugikan 
Negara, yang berdampak antara target pajak tidak sesuai dengan realitas.  
2. Pemerintah memenuhi kebutuhan untuk pembangunan negara dan 
kemakmuran rakyat berasal dari APBN negara, salah satu sumber dananya 
berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak berpengaruh pada tax ratio. 
Rendahnya tax ratio menunjukkan masih rendahnya kesadaran perusahaan 
dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber 
penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal. Rendahnya 
kesadaran perusahaan dan kemampuan pemerintah untuk menggali sumber 
penerimaan pajak belum optimal memungkinkan terjadinya agresivitas pajak.    
3. Adanya perbedaan hasil penelitian berkaitan dengan kepemilikan institusional, 
proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap 
agresivitas pajak.  
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar penelitian ini tetap 
terfokus, serta dapat diketahui seberapa jauh hasil penelitian dapat dimanfaatkan. 
Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:  
1. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan sektor 
perbankan yang listing di BEI tahun 2014-2018.  
2. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu agresivitas pajak sebagai 
variabel dependen, corporate governance (kepemilikan institusional dan 
proporsi dewan komisaris independen), dan kompensasi rugi fiskal sebagai 
variabel independen.  
 
1.4 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  
1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan perbankan di BEI tahun 2014-2018? 
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak pada perusahaan  perbankan di BEI tahun 2014-2018? 
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan 
pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2014-2018? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini ada 4 berikut ini 
1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak 
pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2014-2018. 
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2. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap 
agresivitas pajak pada perusahaan  perbankan di BEI tahun 2014-2018. 
3. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak 
dengan pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2014-2018. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat 
praktis.  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teori agency dalam 
bidang akuntansi, khususnya pada kepemilikan institusional dan proporsi dewan 
komisariss, kompensasi rugi fiskal, dan agresivitas pajak. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang membutuhkan, antara lain: 
a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
dampak dilakukannya penghindaran pajak pada perusahaan, serta 
memberikan solusi alternatif untuk mengontrol perilaku agresivitas pajak 
pada perusahaan.  
b. Bagi calon investor dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan pada saat melakukan investasi pada perushaaan yang 
tidak bermasalah dalam agresivitas pajak. 
c. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat diharapkan dapat 
menjadi referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan, sehingga dapat 
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bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak pada 
masa yang akan datang. 
 
1.7 Jadwal Penelitian  
Terlampir  
 
1.8 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 
Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 
penelitian terdahulu, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan, kerangka 
berpikir dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan dibahas tentang waktu dan wilayah penelitian, metode 
penelitian, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 
analisis data.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, 
analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai pengaruh agresivitas 
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pajak, antara lain kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisariss, serta 
manajemen laba pada perusahaan perbankan di BEI periode 2014-2018. 
BAB V PENUTUP  
Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, 
keterbatasan dan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Agency Theory 
Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pemungut pajak 
(fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya 
pemasukan sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sementara dari pihak 
manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang 
cukup tinggi dengan beban pajak yang rendah.  Terdapat pula asimetri informasi 
antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan), 
dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan. 
Asimetri informasi adalah ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh 
pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajer perusahaan). Konflik 
yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri 
informasi dapat menimbulkan biaya yang disebut agency cost (Kurniasih dan Sari, 
2013). 
Jensen dan meckling (1976) menjelaskan bahwa agency cost dibagi 
menjadi tiga yaitu monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring 
cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk mengawasi segala 
perilaku agen, yaitu dengan mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. 
Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh prinsipal agar agen 
mematuhi peraturan dan bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Sedangkan 
residual loss merupakan biaya yang muncul akibat adanya perbedaan keputusan 
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antara agen dan prinsipal yang mengakibatkan berkurangnya kemakmuran 
prinsipal.  
Adanya agency cost menjadi biaya operasional yang ditanggung 
perusahaan semakin tinggi, sehingga manajemen dituntut bertindak lebih efektif 
dan efisien dalam meningkatkan profit perusahaan (Amri, 2017). Perbedaan 
kepentingan antara pemungut pajak (fiskus) dan pembayar pajak (manajemen 
perusahaan) juga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak 
perusahaan.  
Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessment system 
memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan 
pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agen 
untuk memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah, 
sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah (Nugraha dan 
Meiranto, 2015). 
Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agen dalam melakukan 
manajemen pajak, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan 
dengan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan tingkat 
agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh agen (Nugraha dan Meiranto, 
2015). Implikasi teori agensi dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. 
Perusahaan yang kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen yang 
baik cenderung bertindak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 
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perusahaan dengan good corporate governance yang baik cenderung tidak 
melakukan agresivitas pajak.  
2.1.2 Agresivitas Pajak 
Agresivitas pelaporan pajak adalah aktivitas yang mengurangi nominal 
pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak (Fitri dan Munandar, 2018). 
Boussaidi dan Hamed (2018) membuat istilah yang lebih luas yaitu agresivitas 
pajak yang artinya manipulasi untuk mengurangi besarnya laba kena pajak, 
sehingga memerlukan kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat 
dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. 
Sukotjo dan Soenarno (2018) menjelaskan agresivitas pajak adalah 
tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui 
perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan 
sebagai tax evasion. Agresivitas pajak merupakan sebuah risiko bagi kreditur. 
Kreditur memberikan pengawasan yang lebih terhadap perusahaan yang lebih 
agresif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
Tindakan agresif terhadap pajak adalah suatu tindakan mengurangi 
penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax 
planning) baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan 
penghindaran pajak (tax avoidance), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan 
pajak (tax evasion) (Frank, et al. 2009). Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi 
dalam dua cara yaitu:  
1. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang 
dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan 
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ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan 
cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat 
dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk 
memperkecil jumlah pajak yang terutang.  
2. Tax evasion (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran 
pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan 
yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam 
koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi 
wajib pajak.  
Jadi, pajak yang agresif mempunyai artian yang lebih luas dari agresivitas 
pelaporan pajak. Teori ini berkaitan dengan teori keagenan antara perusahaan 
(agent) dengan pemerintah (principal) dimana agen lebih mementingkan 
keuntungan daripada membayar pajak. Agresivitas pajak dianggap sebagai 
kegiatan yang meningkatkan nilai perusahaan tetapi memiliki risiko. Cara untuk 
mengukur perusahaan yang terlibat agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan 
proksi ETR. ETR  merupakan total pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum 
pajak (Lanis dan Richardson, 2012).  
2.1.3 Corporate Governance 
 Corporate Governance (tata kelola perusahaan) pada dasarnya dapat 
didefinisakan sebagai suatu sistem yang bisa diterapkan oleh suatuperusahaan, 
guna menjalankan fungsinya dengan tujuan akhir untukmeningkatkan keuntungan 
pemilik perusahaan namun sebisa mungkin masihmemperhatikan kepentingan 
semua pihak yang bersangkutan (Novitasari, 2017). 
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Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur 
dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 
untuk semua stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, 
pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 
benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua kewajiban perusahaan untuk 
melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan 
terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders (Alexander 
dan Christina dalam Christina, 2017).  
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), setiap 
perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek 
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Untuk mencapai kesinambungan usaha 
(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan 
(stakeholders) diperlukan asas GCG, sebagai berikut:  
1. Transparancy 
Menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang meterial dan relevan dengan cara yang mudah 
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh 
perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 
oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.  
2. Akuntabilitas  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 
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dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas 
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 
berkesinambungan.  
3. Responsibility 
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 
pengakuan sebagai good corporate citizen.  
4. Independency 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas CG, perusahaan harus dikelola 
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.  
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)  
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.  
Adanya sistem corporate governance diperusahaan diyakini akan 
meminimalisasi tindakan agresivitas pajak. Karena itu diduga dengan semakin 
besarnya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial maka akan 
meminimalisasi tindakan agresivitas pajak, semakin tingginya kualitas kualitas 
audit diyakini akan menekan tindakan agresivitas perusahaan terhadap pajak, 
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semakin banyak jumlah komite audit dapat minimalisasi tindakan agresivitas 
terhadap pajak dalam perusahaan (Onyali dan Okafor, 2018). 
2.1.4 Kepemilikan Institusional  
Salah satu bentuk penerapan dari Corporate Governance adalah adanya 
kepemilikan perusahaan oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional diduga 
mampu memberikan mekanisme pengawasan serupa dalam perusahaan. 
Kepemilikan institusional merupakan adanya sejumlah saham perusahaan yang 
dimiliki oleh institusi atau lembaga (Riwayati, dkk., 2016).  
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki 
peran lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi dan 
Jati, 2014). Menurut Pradipta dan Supriyadi (2015) tingkat kepemilikan 
institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 
oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik 
manajer. 
Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki pihak luar 
perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen, 
sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan 
manajemen. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai besarnya prosentase 
saham yang dimiliki oleh investor institusional (Ajina, dkk., 2013). 
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2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen  
Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agent 
dengan principal dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan 
komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam 
perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa 
fungsi pengawasan akan lebih baik (Prastiti dan Meiranto, 2013).  
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (KNKG, 2006 
dalam Ghozali, 2012). 
Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah 
seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang 
saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak 
mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, 
pengalaman, dan kealian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya 
menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.  
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris 
independen anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, 
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas 
dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 
kepentingan perusahaan. 
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Dewan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat 
mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur dan direksi. Pengawasan 
terhadap tindakan direktur dan direksi dalam mengawasi manajemen dalam 
mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang ketat dapat 
mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan. Manajemen yang 
patuh terhadap peraturan perpajakan akan berupaya melakukan pelaporan 
keuangan sesuai dengan ketentuan sehingga manajemen tidak melakukan 
penghindaran pajak.  
Menurut Diantari dan Ulupui (2016) pengukuran proporsi dewan 
komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota 
komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan 
komisaris.  
2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal 
Menurut Ginting (2016) kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih 
antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak 
penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan 
kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berati perusahaan yang rugi 
tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya 
dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).  
Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan 
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima 
tahun. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 
22 
 
22 
 
Undang-Undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 (Pajriyansyah dan 
Firmansyah, 2017). 
Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat 
dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara 
berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan memberikan nilai 1 
jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Einde, 2019). 
Ginting (2016) menjelaskan ada beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan dalam kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut : 
1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. 
Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-
biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.  
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara 
berturut - turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian 
yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 
3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan wajib pajak badan dan orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh 
Final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma 
penghitungan  
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan 
dari dalam negeri.  
Kompensasi kerugian fiskal sebagai proses peralihan kerugian dari satu 
periode ke periode berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi 
tidak akan dibebani pajak diproksikan dengan menggunakan nilai nominal. 
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Dengan ketentuan, nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t 
dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t  (Ginting, 
2016). 
2.2 Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang judulnya 
mendekati sama dengan penelitian sekarang. Penelitian yang relevan disajikan 
dalam tabel 2.1 berikut ini.  
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 
Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Corporate 
governance 
dan 
agresivitas 
pajak 
Boussaidi 
(2015), 
kuantitatif, 
jumlah sampel 
sebanyak 69 
perbankan dan 
analisis  
menggunakan 
regresi 
 
Corporate governance 
berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak,  
pemegang saham 
memaksimalkan 
utilitas investor dan 
mentransfer kekayaan 
melalui kompleksitas 
agresif kegiatan fiscal 
1. Penelitian 
selanjutnya dapat 
menambahkan 
variabel-variabel 
lain yang dapat 
memprediksi adanya 
aktivitas agresivitas 
pajak seperti 
kepemilikan, 
karakter perusahaan, 
dan corporate social 
responsibility 
(CSR).  
2. Menambah sampel 
penelitian dengan 
periode yang 
berbeda 
Manajemen 
laba, 
agresivitas 
pajak, dan  
tata kelola 
perusahaan 
Prastiwi 
(2017) 
kuantitatif, 
jumlah sampel 
sebanyak 69 
perbankan dan 
analisis  
menggunakan  
1. Manajemen laba 
mempengaruhi 
pajak agresivitas 
2. Tata kelola 
perusahaan yang 
mampu 
memoderasi relasi 
antara manajemen  
Peneliti selanjutnya 
dapat menambah 
jumlah variabel 
independen tidak 
hanya kepemilikan 
institusional dan 
proporsi dewan 
komisaris, serta   
 
Tabel berlanjut ..... 
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Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
 Regresi laba dan agresivitas 
pajak. 
menggunakan 
perusahaan di bidang 
lain 
Kepemilikan 
institusional, 
dewan 
independen, 
Komite 
audit, 
Kualitas 
auditor, dan     
agresivitas 
pajak 
Kusuma dan 
Firmansyah 
(2018), 
kuantitatif, 
pada 
perusahaan 
Perbankan 
yang Listing 
BEI, analisis 
data 
menggunakan 
regresi 
berganda 
1. Kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
terhadap praktik 
agresivitas pajak. 
2. Persentase anggota 
dewan independen 
berpengaruh 
terhadap praktik 
agresivitas pajak.  
3. Komite audit 
berpengaruh 
terhadap praktik 
agresivitas pajak. 
4. Kualitas auditor 
eksternal 
berpengaruh 
terhadap praktik 
agresivitas pajak. 
Penelitian selanjutnya 
dapat menambahkan 
variabel peneltiian dan 
pada sampel yang 
berbeda dengan 
penelitian 
Manajemen 
laba dan tax 
avoidance,  
nilai 
perusahaan, 
dan kualitas 
audit  
Lestari dan 
Ningrum 
(2018), 
kuantitatif, 
pada 
perusahaan 
Perbankan 
yang Listing 
BEI, analisis 
data 
menggunakan 
regresi 
berganda 
1. Manajemen laba 
tidak berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Meningkatnya 
manajemen laba 
tidak akan diikuti 
naiknya nilai suatu 
perusahaan.  
2. Tax avoidance 
berpengaruh 
negatif terhadap 
nilai perusahaan. 
Meningkatnya 
praktek tax 
avoidance pada 
perusahaan maka 
nilai perusahaan 
akan mengalami 
penurunan 
Peneliti selanjutnya 
dapat menambah 
jumlah variabel 
independen  
Lanjut Tabel 2.1 
Tabel berlanjut ..... 
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Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
  3. Kualitas audit tidak 
berpengaruh antara 
hubungan 
manajeman laba 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Semakin baik atau 
buruk kualitas audit 
suatu perusahaan 
tidak 
mempengaruhi 
hubungan antara 
manajeman laba 
terhadap nilai 
perusahaan.  
4. Kualitas audit tidak 
berpengaruh antara 
hubungan tax 
avoidance terhadap 
nilai perusahaan. 
Semakin baik atau 
buruk kualitas audit 
suatu perusahaan 
tidak 
mempengaruhi 
hubungan antara 
tax avoidance 
terhadap nilai 
perusahaan. 
  
Kepemilikan 
institusional, 
Proporsi 
dewan 
komisaris 
independen, 
manajemen 
laba, dan 
agresivitas 
pajak. 
Putri, Adam, 
dan Fuadah, 
(2018), 
kuantitatif, 
jumlah sampel 
sebanyak 152 
pada 
perusahaan 
manufaktur di 
Malaysia, dan 
analisis data 
menggunakan 
regresi 
1. Kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
terhadap 
manajemen laba. 
2. Proporsi dewan 
komisaris 
independen 
berpengaruh 
terhadap 
manajemen laba. 
3. Kepemilikan 
institusional 
Peneliti selanjutnya 
dapat menambah 
jumlah variabel 
independen tidak 
hanya kepemilikan 
institusional dan 
proporsi dewan 
komisaris, serta  
menggunakan 
perusahaan di bidang 
lain 
Lanjut Tabel 2.1 
Tabel berlanjut ..... 
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Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
  berpengaruh 
terhadap 
agresivitas pajak. 
4. Proporsi dewan 
komisaris 
independen 
berpengaruh 
terhadap 
agresivitas. 
5. Manajemen laba 
berpengaruh 
negatif terhadap 
agresivitas pajak. 
6. Kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
terhadap 
agresivitas pajak 
dengan manajemen 
laba sebagai 
variabel 
intervening. 
7. Proporsi dewan 
komisaris 
independen 
berpengaruh 
terhadap 
agresivitas pajak 
dengan manajemen 
laba sebagai 
variabel 
intervening. 
 
Corporate 
Governance 
dan 
kompensasi 
rugi fiskal 
penghindaran 
pajak, dan 
ukuran 
perusahaan 
Ginting 
(2016), 
Kuantitatif,  
Sampel 
perusahaan 
manufaktur di 
BEI pada 
tahun 2012 
sampai dengan 
2014 yang  
1. Corporate 
Governance dan 
Kompensasi rugi 
Fiskal secara 
simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penghindaran 
pajak 
1. Alat ukur atau 
indikator corporate 
governance lain 
yang yaitu Komite 
Audit dan Kualitas 
audit yang diduga 
berpengaruh 
terhadap 
penghindaran 
Pajak. 
Lanjut Tabel 2.1 
Tabel berlanjut ..... 
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Variabel Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
 berjumlah 150 
perusahaan. 
Analisis data 
menggunakan 
regresi. 
2. Secara Parsial 
Kepemilikan 
Institusional, dan 
Kompensasi Rugi 
Fiskal 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Penghindaran 
Pajak dan 
Komisaris 
Independen tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Penghindaran 
Pajak 
3. Ukuran 
perusahaan tidak 
mampu 
memoderasi 
(memperkuat atau 
melemahkan) 
pengaruh 
kepemilikan 
institusional, 
komisaris 
independen dan 
kompensasi rugi 
fiskal terhadap 
Penghindaran 
Pajak 
4. Penghindaran 
Pajak mampu 
dijelaskan oleh 
variabel 
Kepemilikan 
Institusional, 
Komisaris 
Independen dan 
Kompensasi rugi 
Fiskal sebesar 
16,7 %. 
2. Menambah variabel 
independen lainnya 
yang diduga 
berpengaruh 
terhadap 
Penghindaran Pajak 
yaitu variabel 
Kepemilikan Publik 
karena manajemen 
laba yang didukung 
oleh publik dapat 
meningkatkan laba  
 
 
Lanjut Tabel 2.1 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis antar 
variabel penelitian yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam 
kerangka pemikiran ini akan digambarkan tiga faktor yang akan mempengaruhi 
agresivitas pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun tiga variabel 
independen yaitu corporate governance terdiri dari kepemilikan institusional dan 
proporsi dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, serta variabel 
dependen agresivitas pajak. Dengan demikian, maka dibangun sebuah kerangka 
pemikiran penelitian sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
       H1 
 
                                                       
 
 
                                        H2                    
 
 
 
                                 H3                              
 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki 
peran lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi dan 
Agresivitas 
Pajak 
 
Kepemilikan 
Institusional 
(X1) 
 
Proporsi Dewan     
Komisaris Independen 
(X2) 
 
Kompensasi Rugi 
Fiskal                                   
 (X3) 
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Jati, 2014). Menurut Diantari dan Ulupui (2016) Kepemilikan institusional 
memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal 
karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer 
secara efektif.  
Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan 
yang besar oleh pihak institusional yang dapat mengurangi perilaku oportunistik 
manajer (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Dengan adanya pihak institusional 
diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan manajer 
(Ajina, dkk., 2013). 
Besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat 
pengawasan terhadap manajemen meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nugroho dan Firmansyah (2017), dan Cahyono et al., (2016) menunjukkan 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan 
uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
 
2.4.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap 
Agresivitas Pajak 
Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari 
luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham dan pengendali, 
anggota direksi dan dewan komisaris lain (Diantari dan Ulupui, 2016). Teori 
agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, 
maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur 
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eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka 
(Jansen dan Meckling, 1976). 
Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen teliti 
dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan 
komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun dewan 
direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola 
kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat 
mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam 
menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan 
lebih obyektif. Hal ini menandakan bahwa komisaris independen efektif dalam 
mencegah tindakan penghindaran pajak.  
Penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan 
proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H2: Proporsi dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap 
agresivitas pajak. 
2.4.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak 
Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 
pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tentang pajak penghasilan, perusahaan yang 
mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk 
membayar pajak. Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasi selama 
lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi 
jumlah kompensasi kerugian. Hal tersebut mengakibatkan selama lima tahun 
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tersebut, perusahaan akan terhindar dari pajak, karena laba kena pajak akan 
digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Sehingga pajak yang 
harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil 
dan perusahaan tidak perlu melakukan agresivitas pajak.  
Hasil penelitian Ginting (2016) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi 
fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uraian di 
atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H3: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian diartikan sebagai 
cara ilmiah yang digunakan untuk tujuan ditemukannya data valid yang 
dibuktikan dan dikembangkan untuk suatu pengetahuan untuk memahami dan 
mengantisipasi masalah. Metode dalam penelitian ini meliputi waktu penelitian, 
jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan analisis data. 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dari 
penyusunan laporan sampai menganalisis data sampai selesai, yakni pada bulan 
Oktober 2018 sampai dengan selesai. Wilayah yang digunakan pada penelitian ini 
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018, dengan 
menggunakan informasi berupa laporan keuangan perusahaan. 
 
3.2  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian korelasional, Sugiyono (2010) 
berpendapat bahwa penelitian korelasional yaitu suatu penelitian tentang 
hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian 
ini dianalisis secara statistik untuk menjawab hipotesis hubungan atau pengaruh 
yang sudah dibuat oleh peneliti. Metode kuantitatif pada penelitian ini bertujuan 
untuk mengumpulkan, mengolah, menguji dan menganalisa suatu data berupa 
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angka-angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 
kepemilikan institusional, proporsi dewan komisari independen, dan kompensasi 
rugi fiskalterhadap agresivitas pajak di perusahaan perbankan yang terdaftar di 
BEI tahun 2014-2018. 
 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1 Populasi  
Hadi (2009) berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan individu 
yang ingin diselidiki dan paling sedikit mempunyai sifat yang sama. Populasi  
yang terdiri dari kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 
penelitian (Sugiyono, 2010). Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
populasi adalah keseluruhan subjek yang mempunyai sifat sama dan yang akan 
diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan 43 
perusahaan perbankan yang menjadi anggota di BEI untuk periode tahun 2014 
sampai dengan 2018. 
 
3.3.2 Sampel  
Arikunto (2010) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi 
atau jumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 
2014-2018 yang memberikan data berkaitan dengan variabel penelitian secara 
lengkap, antara lain sebagai berikut:  
Berdasarkan karakteristik tersebut dapat ditentukan sampel dalam 
penelitian yang disajikan pada tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1 
Karakteristik Sampel Penelitian 
 
No Karakteristik Jumlah  
1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar secara 
konsisten di BEI selama Periode penelitian 2014-
2018 
43 
2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan annual 
report secara berturut-turut selama periode 
penelitian  
(5) 
3 Perusahaan yang mengalami kerugian selama 
periode penelitian  
(11) 
4 Jumlah Sampel 27 
5 Jumlah data pengamatan (27x5) 135 
6 Outlier  (8) 
7 Sampel  127 
      Sumber: Diolah penulis, 2019. 
 
Penelitian ini menggunakan data panel. Populasi dalam penelitian ini 43 
perusahaan perbankan. Hasil dari seleksi data dengan metode purposive sampling 
sampel yang didapatkan yaitu 27 perusahaan perbankan dengan 135 data 
pengamatan. Data pengamatan ada yang dihilangkan karena adanya outlier data. 
Data yang dihilangkan ditampilkan pada tabel 3.2 berikut ini: 
Tabel 3.2 
Data Outlier 
 
No Perusahaan  Periode  
1 BBKP (Bank Bukopin Tbk) 2017-2018 
2 BDMN (Bank Danamon Indonesia Tbk) 2016 
3 INPC (Bank Artha Graha Internasional Tbk) 2014 
4 NOBU (PT Bank Nationalnobu Tbk.) 2017-2018 
5 PNBS (PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk) 2017-2018 
      Sumber: Diolah penulis, 2019. 
 
Tabel 3.2 memberikan gambaran data yang dioutlier. Tabel diatas 
menunjjukan terdapat 5 perusahaan yang perlu dioutlier datanya dengan periode 
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data outlier yang berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh ada 8 data yang 
dioutlier karena adanya ketidak normalan data. Populasi sebanyak 135 data 
pengamatan dengan adanya outlier data pengamatan sehingga, sampel yang 
digunakan dalam penelitian adalah 127 data pengamatan.  
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukkan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Arikunto (2010) menjelaskan 
purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria 
tertentu. Kriteria pemilihan sampel adalah berikut:  
1. Perusahaan Perbankan di BEI 2014-2018. 
2. Perusahaan menerbitkan annual report yang telah diaudit dari tahun 2014 – 
2018.  
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun penelitian.  
3.4 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang mempunyai 
hubungan erat dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan ini diperoleh 
melalui penelusuran dari media internet dari web www.idx.co.id dan web 
perusahaan. Sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan, dan 
sumber-sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
36 
 
36 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah metode dokumentasi dan 
studi pustaka. Metode dokumentasi adalah peneliti mengumpulkan data yang 
peneliti peroleh dari  literatur, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. 
Sedangkan metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data dari dokumen 
yang sudah ada, seperti data laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI. 
 
3.6 Variabel dan Definisi Operasional  
Menurut Sugiyono (2010) mendefinisikan variabel penelitian pada dasarnya 
adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
independen, variabel dependen, dan variabel intervening.  Adapun penjelasannya 
sebagai berikut: 
3.6.1 Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak  
merupakan suatu tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dibayar 
baik dengan cara yang legal, ilegal maupun keduannya. Adapun yang menjadi 
proksi agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah Effective Tax Rates (ETR). 
ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan 
perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Dalam penelitian Lanis dan 
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Richardson (2012) bahwa perusahaan dengan ETR yang rendah maka semakin 
tinggi tingkat agresivitas pajak. Adapun ETR dirumuskan sebagai berikut: 
ETR =  
              
                    
 
3.6.2 Variabel Independen 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 
dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
1. Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki 
peran lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi dan 
Jati, 2014). Menurut Cahyono et al (2016) Keberadaan institusi secara profesional 
dapat memantau perkembangan investasi sehingga pengendalian terhadap 
manajemen meningkat. Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan, sebagai 
berikut:  
Kepemilikan Institusional  =  
                            
                     
 
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen  
Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan 
komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota 
komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan 
komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dirumuskan sebagai berikut: 
PDKI  = 
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3. Kompensasi Rugi Fiskal 
Kerugian dan keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-
biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi 
fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke 
periode berikutnya. Ini berati perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, 
artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan 
beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).  
Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan 
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima 
tahun. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 
undang - undang pajak penghasilan No.17 tahun 2008 (Pajriyansyah dan 
Firmansyah, 2017). 
Kompensasi kerugian fiskal diproksikan dengan menggunakan nilai 
nominal. Dengan ketentuan, nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal 
tahun t dan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t 
(Ginting, 2016). 
3.7 Analisis Data 
3.7.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian 
yang dijadikan sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan 
memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Statistik deskriptif 
difokuskan kepada nilai maximum, minimum, rata-rata (mean) dan standar 
deviasi. 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik model regresi diperlukan sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik dianggap penting, sebab untuk mengetahui 
terpenuhi syarat-syarat digunakannya regresi ganda. Pengujian ini terdiri atas uji 
normalitas, uji multikolonearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  Pengujian 
dilakukan melalui uji statistik yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya, 
apabila nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan uji Kolmogorov-
Smirnov  menghasilkan pvalue > 0,05 maka variabel pengganggu atau residual 
berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikan statistik yang dihasilkan 
dari perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov  menghasilkan pvalue ≤ 0,05 maka 
variabel pengganggu atau residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2012). 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi linier antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara 
mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan 
Varians Inflation Factor (VIF).  Apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka 
tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai tolerance ≤ 0,1 dan nilai 
VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2012). 
 
40 
 
40 
 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi maka dinamakan 
ada problem autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data 
yang digunakan dalam model terdapat autokorelasi atau tidak dengan 
menggunakan uji run test. Jika nilai asymp. Sig < 0,05, maka dapat dinyatakan 
terdapat autokorelasi. Sebaliknya jika nilai asymp. Sig > 0,05, maka dinyatakan 
tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2012). 
4. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012).  
Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 
dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika 
variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 
maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Ketentuan tidak terjadi 
heteroskedastisitas jika  nilai p value> 0,05 sebaliknya jika nilai p value 0,05 
maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 
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3.7.3 Ketepatan Model  
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2012). Sehingga bila terdapat pengaruh secara 
simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka model regresi 
dinyatakan layak sebagai model penelitian (Ghozali dan Ratmono).  
H0 : artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
Ha : artinya secara bersama-sama variabel berpengaruh terhadap variabel 
independen.  
Kriteria Pengujian  
Hasil olahan data dikatakan ada pengaruh dengan signifikan < 0,05 atau 
signifikansi 95%. 
2. Koefisien Determinasi (R²) 
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling 
baik dalam analisis regresi. Hasil dari pengujian ini adalah koefisien determinasi 
majemuk (R
2
). Koefisien determinasi menunjukkan suatu besaran variasi dari 
variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen. Nilai R
2 
biasanya antara 
nol dan satu (0 ≤ R2 ≤ 1), jika mendekati 1 maka kecocokan model dikatakan lebih 
baik. R-square sama dengan 1 berarti variabel independen berpengaruh sempurna 
terhadap variabel dependen, tetapi R-square sama dengan nol variabel independen 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). 
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3.7.4 Analisis Regresi Berganda 
Penelitian ini menggunakan pengujian berupa analisis regresi berganda 
(multiple linear regression), yaitu sebuah metode statistik dalam penelitian yang 
digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa 
variabel independen. Model analisis regresi berganda dapat dirumuskan dengan 
persamaan berikut: 
ETR = α + β1INST + β2PDKI + β3KRF + ℯ 
Keterangan: 
ETR   : Agresivitas Pajak 
α   : Konstanta  
β1 β2 β3  : Koefisien Regresi  
INST   : Kepemilikan Institusional 
PDKI   : Proporsi Dewan Komisaris Independen 
KRF   : Kompensasi Rugi Fiskal  
ℯ  : Standart error 
 3.7.5 Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji t bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel bebas yaitu 
kepemilikan institusional dan proporsi dawan komisaris independenterhadap 
agresivitas pajak. 
Kriteria  hipotesis: 
H0 : artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas 
terhadap variabel tidak bebas 
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Ha :  artinya secara parsial ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap 
variabel tidak bebas 
Kriteria Pengujian         
Hasil olahan data dikatakan ada pengaruh dengan signifikan < 0,05 atau 
signifikansi 95%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
44 
 
BAB IV 
HASIL PEMBAHASAN 
Pada bab bagian ini, akan disajikan bahasan-bahasan mengenai gambaran 
umum lokasi penelitian, analisis data meliputi uji asumsi, analisis deskriptif, uji 
hipotesis, dan pembahasan pengaruh pada variabel kepemilikan institusional, 
proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal terhadap 
agresivitas pajak di perusahaan perbankan Bursa Efek Indonesia periode tahun 
2014-2018. 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  
Populasi dalam penelitian ini secara umum adalah perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Bank merupakan lembaga keuangan yang 
bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan 
taraf hidup rakyat. Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar 
tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbungan ekonomi, dan 
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Peneliti menggunakan data berupa laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling.  
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Tabel 4.1 
Hasil Penentuan Sampel Penelitian 
 
No Karakteristik Jumlah  
1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar secara 
konsisten di BEI selama Periode penelitian 2014-
2018 
43 
2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan annual 
report secara berturut-turut selama periode 
penelitian  
(5) 
3 Perusahaan yang mengalami kerugian selama 
periode penelitian  
(11) 
4 Jumlah Sampel 27 
5 Jumlah data pengamatan (27x5) 135 
6 Outlier  (8) 
7 Sampel  127 
        Sumber: Diolah penulis,2019 
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan metode purposive sampling, 
diperoleh 27 perusahaan sebagai sampel dari total 43 populasi penelitian. Data 
penelitian terdiri dari lima tahun dalam satu analisis, maka jumlah observasi 
dalam penelitian adalah 135 data observasi. Sampel akhir pada penelitian ini 
adalah 127 data pengamatan, karena ada 8 data yang di outlier.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal 
terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan tahun 2014-2018. Dengan 
data yang digunakan berupa annual report perusahaan perbankan yang terdaftar di 
BEI.  
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis  
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 
Deskriptif data digunakan untuk memberikan gambaran hasil dari olahan 
data menjadi sebuah kesimpulan. Deskripsi data meliputi: nilai minimum, nilai 
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maksimum, mean, dan standar deviasi. Hasil perhitungan deskripsi data dapat 
dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:  
Tabel 4.2 
Uji Statistik Deskriptif 
 
     Sumber : Data diolah, 2019 
Dilihat dari tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian statistik deskriptif 
masing-masing variriabel penelitian. Jumlah data (N) yang digunakan dalam 
penelitian selama 5 tahun yaitu 2014 sampai 2018 berjumlah 127 data. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Sedangkan dibawah tabel 
4.3 menunjukkan statistik deskriptif frequency dari variabel independen 
kompensasi rugi fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy.  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Deskriptif Frekuensi 
 
       Sumber : Data diolah, 2019 
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1. Agresivitas Pajak (ETR) 
Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 
terhadap agresivitas pajak dengan jumlah perusahaan yang dijadikan objek 
penelitian sebanyak 127 data mempunyai mean sebesar 0,24370  Perusahaan Bank 
Sinarmas Tbk pada tahun 2018 memiliki nilai ETR tertinggi sebesar 0,335, nilai 
ETR terendah terdapat pada Bank Mega Tbk tahun 2014 sebesar 0,138 dan 
standar deviasi yang dihasilkan dalam pengujian statistik deskriptif menunjukkan 
angka sebesar 0,034783. 
2. Kepemilikan Institusional  
Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,143 
dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional Tbk tahun 2016 nilai maksimum 
sebesar 0,992 dimiliki oleh Bank Permata Tbk tahun 2014 Rata-rata sebesar 
0,73535 dan standar deviasi 0,188179. 
3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 
Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimum 
sebesar 0,333 dimiliki oleh Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2014 sampai 2018 
dan Bank Artha Graha Internasional Tbk tahun 2015, nilai maksimum sebesar 
0,800 dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada 
tahun 2015 Rata – rata sebesar 0,56514 dan standar deviasi 0,110075.  
4. Kompensasi Rugi Fiskal  
Hasil deskriptif frekuensi variabel kompensasi rugi fiskal dapat dilihat pada 
tabel 4.3 hasil analisis dengan menggunakan variabel dummy menunjukkan bahwa 
perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal sebanyak 58 perusahaan dari 
48 
 
48 
 
jumlah penelitian sebanyak 127 pengamatan. Sedangkan perusahaan yang tidak 
memiliki kompensasi rugi fiskal sebanyak 69 perusahaan dari objek penelitian 
sebanyak 127 pengamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 45,7% perusahaan telah 
memiliki kompensasi rugi fiskal untuk perusahaan yang dikelolah. Sisanya tidak 
memiliki kompensasi rugi fiskal.  
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik  
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu residual di dalam 
sebuah persamaan regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas di 
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik 
kolmogrov-smirnov. Data dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai 
asymp.Sig lebih dari 0,05 Ghozali, 2011). Adapun hasil uji normalitas dalam 
penelitian ini ditampilkan pada tabel 4.4 dibawah ini: 
Tabel 4.4 
Uji Normalitas 
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Berdasarkan pada tabel 4.4 dengan penggunaan 135 data sampel 
ditunjukkan besarnya nilai test statistik kolmogorov-smirnov adalah 1,531 dengan 
nilai signifikansi 0,018 nilainya di bawah 0,05 hasil tersebut mengidentifikasikan 
bahwa data tidak berdistribusi normal.  
Tabel 4.5 
Uji Normalitas 
 
          Sumber : Data diolah, 2019 
Tabel 4.5 merupakan hasil pengolahan setelah dilakukan transformasi data, 
dengan penggunaan 127 sampel menunjukkan bahwa besarnya nilai test statistik 
kolmogorov-smirnov adalah 0.765 dengan nilai signifikansi 0,603 dan nilainya di 
atas 0,05 hal ini berarti data berdistribusi normal.   
2. Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu 
persamaan regresi terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. 
Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan tollerance. 
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Adapun hasil pengujian multikolonieritas dalam penelitian ini ditampilkan pada 
tabel 4.6 dan 4.7 berikut ini:  
Tabel 4.6 
Uji Multikolinearitas 
 
Tabel 4.7 
Uji Multikolinearitas 
 
      Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.6 dan 4.7 di atas 
maka dapat terlihat bahwa data tidak mengalami multikolonieritas. Hal tersebut 
terlihat dari nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang melebihi 10 dan 
nilai tollerance tidak ada yang kurang dari 0,1.  
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi 
terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode pengujian terhadap 
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi 
dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametrik runs test. Apabila 
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nilai asymp. Sig lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data bersifat 
acak dan tidak terjadi autokorelasi. Adapun hasil pengujian autokorelasi  
ditampilkan pada tabel 4.8 berikut ini: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
          Sumber : Data diolah, 2019 
Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa besarnya test value sebesar 
0,00526 dengan tingkat signifikansi 0,533 lebih besar dari tingkat signifikansi 
0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data bersifat acak dan 
tidak terjadi autokorelasi 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi terdapat sebuah ketidak samaan variance dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Data dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas jika nila signifikansinya lebih dari 0,05 (Ghozali, 2016). Hasil 
uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 berikut ini : 
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Tabel 4.9 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.10 
Uji Heteroskedastisitas 
 
        Sumber : Data diolah, 2019 
Tabel 4.9 menunjukkan dengan menggunakan 135 sampel pengujian 
variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0,000 dibawah 0,05 
dari hasil tersebut dapat disimpulkan data tersebut terkena heteroskedastisitas 
pada variabel kepemilikan institusional. Namun, hasil tabel 4.10 yang merupakan 
sampel setelah dilakukan outlier data dengan penggunaan 127 sampel dapat 
dilihat bahwa seluruh variabel independen memiliki tingkat signifikan lebih dari 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. 
4.2.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Uji R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Dapat dilihat pada tabel 4.11 
dibawah ini: 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
       Sumber : Data diolah, 2019 
Adjusted R Square pada tabel Model Summary di atas menyatakan nilai 
koefisien determinasi. Pada tabel diatas terlihat nilai adjusted R Square sebesar 
0,096. Dari nilai tersebut menunjukkan 9,6% dari variabel variasi nilai agresivitas 
pajak yang dijelaskan oleh nilai variabel kepemilikan institusional, proporsi 
dewan komisaris, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan sisanya sebesar 90,4% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.  
2. Uji F 
Uji F digunakan utuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan 
antara kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kompensasi rugi 
fiskal terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan signifikansi 5% (Ghozali, 
2016). Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini: 
Tabel 4.12 
Hasil Uji F 
 
             Sumber : Data diolah, 2019 
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Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value adalah 
sebesar 0,002 hasil tersebut menunjukkan nilai p-value tidak lebih dari α (0,05) 
maka model yang dibuat sudah tepat.  
4.2.4 Analisis Regresi Berganda  
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan 
variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel 
independen). Variabel independen dalam pengujian ini yaitu kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris Independen, dan kompensasi rugi fiskal. 
Sedangkan variabel independen dalam pengujian ini yatu agresivitas pajak. Hasil 
uji regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Regresi Berganda 
 
        Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresinya: 
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ℯ 
ETR = α + β1INST + β2PDKI + β3KRF + ℯ 
ETR = 0,200 + 0,055 INST + 0,014 PDKI -  0,011 KRF + 0,020 
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Dari persamaan regresi yang telah disusun diatas, dapat diinterprestasikan 
sebagai berikut: 
1. Nilai konstanta sebesar 0,200 menunjukkan bahwa jika variabel independen 
dianggap konsta, maka agresivitas pajak bernilai sebesar 0,200.  
2. Koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,055 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan nilai 1% pada variabel kepemilikan institusional, maka akan 
meningkatkan nilai agresivitas pajak sebesar 0,055. 
3. Koefisien proporsi dewan komisaris sebesar 0,014 menunjukkan bahwa setiap 
penambahannilai 1% pada variabel proporsi dewan komisaris, maka akan 
menurunkan nilai agresivitas pajak sebesar 0,014. 
4. Koefisien kompensasi rugi fiskal sebesar -0,011 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan nilai 1 perusahaan pada variabel kompensasi rugi fiskal, maka 
akan menurunkan nilai agresivitas pajak sebesar -0,011. 
 
4.2.5 Uji Statistik t 
Uji t berfungsi untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel 
independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris dan 
kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Alpha 
(α) yang digunakan adalah 0,05. Uji ini dapat dilihat dari besarnya nilai 
signifikansi terhadap alpha (α). Apabila nilai signifikansi < alpha (α) maka Ha 
diterima dan Ho ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.14 
dibawah ini: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji statistik t 
 
       Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan 
institusional memiliki nilai signifikansi 0,001 dibawah 0,05 maka H1 diterima, hal 
ini berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak. Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi 
0,594 diatas 0,05 maka H2 ditolak, hal ini berarti proporsi dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel kompensasi 
rugi fiskal memiliki nilai signifikansi 0,074 diatas 0,05 maka H3 ditolak, hal ini 
berarti kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak 
Hipotesis pertama mengambarkan bahwa Kepemilikan Institusional 
berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Dari tabel 4.9 bahwa variabel 
kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga 
kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. ETR adalah indikator 
yang digunakan untuk mengukur variabel agresivitas pajak yang sifatnya 
berkebalikan. Kepemilikan institusional yang tinggi mengakibatkan tingginya 
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nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi dalam perusahaan menunjukkan bahwa tingkat 
agresivitas pajak dalam perusahaan rendah. 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
pihak luar yang dapat mengontrol perilaku agen yang berada dalam perusahaan 
agar tidak terjadi penyimpangan keputusan salah satunya adalah agresivitas pajak. 
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham yang dimiliki oleh 
pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi dan bank yang mempunyai 
peran lebih besar kepada manajemen perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). 
Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja 
manajemen agar lebih optimal karena dapat memonitor keputusan yang diambil 
manajer (Diantari dan Ulupui, 2016). Pemilik institusional berdasarkan besar dan 
hak suara yang dimiliki, dapat menekan manajer untuk fokus pada kinerja 
ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan kepentingan 
sendiri, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak 
(Ngadiman dan Christiany, 2014).   
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyono (2016), Fadila (2017) dan 
Ginting (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
4.3.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak 
Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh proporsi 
dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Dari tabel 4.9 bahwa 
variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai koefisien B negatif 
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sebesar 0,014  dan nilai sig. 0,594 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap variabel ETR.  
Proporsi dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan belum 
efisien untuk mencegah tindakan agresivitas pajak. Penambahan anggota dewan 
komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya digunakan untuk 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas 
masih memegang peran penting sehingga kinerja dewsan komisaris tidak 
berkembang (Dewi dan Jati, 2014). 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyono (2016), Dewi dan Jati 
(2014), dan Kristanto (2015) bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
4.3.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas pajak 
Hipotesis ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
kompensasi rugi fiskal terhadap agresivitas pajak. Dari tabel 4.9 bahwa variabel 
kompensasi rugi fiskal memiliki nilai koefisien B negatif sebesar -0,011  dan nilai 
sig. 0.074 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi 
rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.   
Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian 
dapat dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak, hal tersebut mungkin 
terjadi  karena penghasilan kena pajak (PKP) akan terus dikurangi oleh 
kompensasi kerugian selama lima periode berturut-turut hingga kerugian yang 
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dialami diperiode sebelumnya terkompensasi, sehingga perusahaan yang 
mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.  
Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap terjadinya agresivitas 
pajak. Keberadaan kompensasi rugi fiskal tidak dapat dikatakan sebagai upaya 
untuk meringankan beban pajak perusahaan, karena perusahaan bukan tidak 
membayar pajak melainkan perusahaan akan membayar pajak ditahun berikutnya 
saat perusahaan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk 
kompensasi rugi fiskal (Waluyo, dkk 2015). 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pajriyansyah dan Firmansyah 
(2017) dan Waluyo (2015) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh 
terhadap agresivitas pajak.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan kompensasi rugi fiskal 
terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan perbankan di BEI Tahun 2014-2018. 
2. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas 
pajak pada perusahaan perbankan di BEI Tahun 2014-2018. 
3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 
perusahaan perbankan di BEI Tahun 2014-2018. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang menghambat hasil 
penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga menjadi bahan 
pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut, antara lain:  
1. Masih rendahnya nilai Adjusted R Square sebesar 9,6%.  
2. Peneliti hanya menggunakan sampel dari sektor perbankan di BEI, sehingga 
tidak dapat mengeneralisasikan perusahaan pada seluruh sektor di BEI. 
3. Peneliti hanya menggunakan variabel kepemilikan institusional, proporsi 
dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, dan agresivitas pajak.  
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5.3 Saran  
Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperhatikan saran 
berikut yang dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya, saran tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian seperti meneliti 
mengenai ukuran komite audit, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan 
komite audit, kompetensi komite audit, proporsi dewan komisarisdan 
profitabilitas perusahaan di masing-masing sektor industri di Bursa Efek 
Indonesia agar hasil lebih tergeneralisasi. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel penelitian yang 
tidak hanya menggunakan satu sektor perusahaan yang terdaftar di BEI 
namun, seluruh perusahaan yang terindikasi melakukan agresivitas pajak.  
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Lampiran 1 
Sampel Perusahaan  
No Kode Perusahaan 
1 AGRO  Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk  
2 BACA  Bank Capital Indonesia Tbk  
3 BBCA  Bank Central Asia Tbk  
4 BBKP  Bank Bukopin Tbk  
5 BBNI  Bank Negara Indonesia Tbk  
6 BBRI  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
7 BBTN  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  
8 BDMN  Bank Danamon Indonesia Tbk  
9 BGTG  PT Bank Ganesha Tbk.  
10 BINA  PT Bank Ina Perdana Tbk.  
11 BJBR  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 
12 BJTM  Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
13 BMAS  PT Bank Maspion Indonesia Tbk.  
14 BMRI  Bank Mandiri (Persero) Tbk  
15 BNBA  Bank Bumi Arta Tbk  
16 BNGA  Bank CIMB Niaga Tbk  
17 BNII  PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
18 BNLI  Bank Permata Tbk  
19 BSIM  Bank Sinarmas Tbk  
20 BTPN  Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk  
21 INPC  Bank Artha Graha Internasional Tbk  
22 MAYA  Bank Mayapada Internasional Tbk  
23 MEGA  Bank Mega Tbk  
24 NISP  Bank OCBC NISP Tbk  
25 NOBU  PT Bank Nationalnobu Tbk.  
26 PNBS  PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.  
27 SDRA  PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk  
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Lampiran 2 
Perhitungan ETR (Agresivitas Pajak) Tahun 2014  
Kode Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 
AGRO  22,488,152,000 81,896,086,000 0.27459 
BACA  24,472,000,000 99,373,000,000 0.24626 
BBCA  4,229,451,000,000 20,741,121,000,000 0.20392 
BBKP  226,335,000,000 899,209,000,000 0.25171 
BBNI  2,694,931,000,000 13,524,310,000,000 0.19927 
BBRI  6,577,511,000,000 30,804,112,000,000 0.21353 
BBTN  433,755,000,000 1,579,327,000,000 0.27465 
BDMN  870,872,000,000 3,553,534,000,000 0.24507 
BGTG  1,142,000,000 4,134,000,000 0.27625 
BINA  5,300,000,000 20,642,000,000 0.25676 
BJBR  315,345,000,000 1,423,141,000,000 0.22158 
BJTM  436,752,000,000 1,375,836,000,000 0.31745 
BMAS  9,069,817,000 34,242,421,000 0.26487 
BMRI  5,353,232,000,000 26,008,015,000,000 0.20583 
BNBA  18,713,917,170 70,541,753,499 0.26529 
BNGA  856,329,000,000 3,200,169,000,000 0.26759 
BNII  250,777,000,000 972,918,000,000 0.25776 
BNLI  459,517,000,000 2,047,287,000,000 0.22445 
BSIM  45,903,000,000 200,895,000,000 0.22849 
BTPN  658,863,000,000 2,543,990,000,000 0.25899 
INPC  67,790,000,000 180,166,000,000 0.37626 
MAYA  142,678,526,000,000 571,976,478,000,000 0.24945 
MEGA  90,947,000,000 659,006,000,000 0.13801 
NISP  444,530,000,000 1,776,712,000,000 0.2502 
NOBU  4,386,000,000 20,211,000,000 0.21701 
PNBS  24,791,954,000 95,728,849,000 0.25898 
SDRA  50,725,000,000 188,798,000,000 0.26867 
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Lampiran 3  
Perhitungan ETR (Agresivitas Pajak) Tahun 2015 
Kode Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 
AGRO  30,303,388,000 110,795,268,000 0.27351 
BACA  28,825,000,000 119,648,000,000 0.24092 
BBCA  4,621,346,000,000 22,657,114,000,000 0.20397 
BBKP  214,421,000,000 1,178,728,000,000 0.18191 
BBNI  2,325,616,000,000 11,466,148,000,000 0.20283 
BBRI  7,083,230,000,000 32,494,018,000,000 0.21799 
BBTN  690,079,000,000 2,541,886,000,000 0.27148 
BDMN  812,377,000,000 3,281,534,000,000 0.24756 
BGTG  1,945,000,000 7,396,000,000 0.26298 
BINA  4,428,000,000 21,305,000,000 0.20784 
BJBR  385,434,000,000 1,766,399,000,000 0.2182 
BJTM  376,750,000,000 1,261,253,000,000 0.29871 
BMAS  14,463,820,000 54,653,642,000 0.26465 
BMRI  5,217,032,000,000 26,369,430,000,000 0.19784 
BNBA  20,695,431,346 77,645,849,266 0.26654 
BNGA  142,119,000,000 570,004,000,000 0.24933 
BNII  398,378,000,000 1,644,040,000,000 0.24232 
BNLI  46,423,000,000 293,535,000,000 0.15815 
BSIM  53,800,000,000 238,953,000,000 0.22515 
BTPN  680,002,000,000 2,432,611,000,000 0.27954 
INPC  12,964,000,000 84,258,000,000 0.15386 
MAYA  225,888,202,000,000 878,212,838,000,000 0.25721 
MEGA  185,998,000,000 1,238,769,000,000 0.15015 
NISP  500,626,000,000 2,001,461,000,000 0.25013 
NOBU  4,509,000,000 22,715,000,000 0.1985 
PNBS  21,794,285,000 75,371,666,000 0.28916 
SDRA  96,864,000,000 362,094,000,000 0.26751 
 
 
 
 
 
 
71 
 
71 
 
Lampiran 4 
Perhitungan ETR (Agresivitas Pajak) Tahun 2016 
Kode Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 
AGRO  38,262,360,000 141,265,512,000 0.27085 
BACA  32,568,000,000 126,025,000,000 0.25843 
BBCA  5,206,919,000,000 25,839,200,000,000 0.20151 
BBKP  266,535,000,000 1,357,170,000,000 0.19639 
BBNI  2,892,709,000,000 14,302,905,000,000 0.20225 
BBRI  7,745,779,000,000 33,973,770,000,000 0.22799 
BBTN  711,179,000,000 3,330,084,000,000 0.21356 
BDMN  1,600,315,000,000 4,393,037,000,000 0.36428 
BGTG  13,427,000,000 52,620,000,000 0.25517 
BINA  4,635,000,000 22,871,000,000 0.20266 
BJBR  310,683,000,000 1,463,908,000,000 0.21223 
BJTM  423,912,000,000 1,452,128,000,000 0.29193 
BMAS  23,841,587,000 91,999,097,000 0.25915 
BMRI  3,922,802,000,000 18,572,965,000,000 0.21121 
BNBA  27,723,285,461 106,483,022,630 0.26035 
BNGA  768,991,000,000 2,850,708,000,000 0.26975 
BNII  676,452,000,000 2,610,640,000,000 0.25911 
BNLI  2,150,950,000,000 8,634,034,000,000 0.24913 
BSIM  122,979,000,000 493,630,000,000 0.24913 
BTPN  728,673,000,000 2,604,519,000,000 0.27977 
INPC  19,581,000,000 92,424,000,000 0.21186 
MAYA  267,008,727,000,000 1,087,199,550,000,000 0.24559 
MEGA  387,423,000,000 1,545,423,000,000 0.25069 
NISP  561,202,000,000 2,351,102,000,000 0.2387 
NOBU  8,920,000,000 39,232,000,000 0.22737 
PNBS  8,210,311,000 27,751,225,000 0.29585 
SDRA  109,673,000,000 419,489,000,000 0.26144 
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Lampiran 5 
Perhitungan ETR (Agresivitas Pajak) Tahun 2017 
Kode Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 
AGRO  53,137,261,000 193,632,796,000 0.27442 
BACA  28,598,000,000 114,738,000,000 0.24925 
BBCA  5,837,593,000,000 29,158,743,000,000 0.2002 
BBKP  14,082,000,000 121,819,000,000 0.1156 
BBNI  3,394,795,000,000 17,165,387,000,000 0.19777 
BBRI  7,978,187,000,000 37,023,236,000,000 0.21549 
BBTN  834,089,000,000 3,861,555,000,000 0.216 
BDMN  1,493,670,000,000 4,887,470,000,000 0.30561 
BGTG  16,681,000,000 67,821,000,000 0.24596 
BINA  5,866,000,000 24,206,000,000 0.24234 
BJBR  420,560,000,000 1,631,965,000,000 0.2577 
BJTM  477,571,000,000 1,636,941,000,000 0.29175 
BMAS  23,663,171,000 93,160,363,000 0.25401 
BMRI  5,713,821,000,000 27,156,863,000,000 0.2104 
BNBA  32,831,577,535 122,379,673,005 0.26828 
BNGA  343,403,000,000 1,220,106,000,000 0.28145 
BNII  658,845,000,000 2,519,690,000,000 0.26148 
BNLI  202,699,000,000 951,132,000,000 0.21311 
BSIM  88,536,000,000 407,459,000,000 0.21729 
BTPN  514,905,000,000 1,936,845,000,000 0.26585 
INPC  18,825,000,000 86,926,000,000 0.21656 
MAYA  234,741,000,000 910,146,000,000 0.25792 
MEGA  349,116,000,000 1,649,159,000,000 0.21169 
NISP  701,830,000,000 2,877,654,000,000 0.24389 
NOBU  9,610,000,000 44,595,000,000 0.2155 
PNBS  5,951,415,000 974,802,712,000 0.00611 
SDRA  156,767,000,000 595,492,000,000 0.26326 
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Lampiran 6 
Perhitungan ETR (Agresivitas Pajak) Tahun 2018 
Kode Beban Pajak Laba Sebelum Pajak ETR 
AGRO  88,296,761,000 292,509,384,000 0.30186 
BACA  35,573,000,000 142,073,000,000 0.25039 
BBCA  6,854,404,000,000 32,706,064,000,000 0.20958 
BBKP  26,365,000,000 216,335,000,000 0.12187 
BBNI  4,728,952,000,000 19,820,715,000,000 0.23859 
BBRI  9,335,208,000,000 41,753,694,000,000 0.22358 
BBTN  802,352,000,000 3,610,275,000,000 0.22224 
BDMN  1,354,328,000,000 4,925,686,000,000 0.27495 
BGTG  1,813,000,000 7,413,000,000 0.24457 
BINA  5,540,000,000 16,935,000,000 0.32713 
BJBR  384,648,000,000 1,937,044,000,000 0.19858 
BJTM  493,390,000,000 1,753,698,000,000 0.28134 
BMAS  24,200,444,000 95,214,310,000 0.25417 
BMRI  8,091,432,000,000 33,943,369,000,000 0.23838 
BNBA  33,624,681,268 126,522,545,756 0.26576 
BNGA  340,368,000,000 1,284,543,000,000 0.26497 
BNII  773,332,000,000 3,035,577,000,000 0.25476 
BNLI  317,975,000,000 1,219,227,000,000 0.2608 
BSIM  25,391,000,000 75,863,000,000 0.3347 
BTPN  791,364,000,000 3,049,248,000,000 0.25953 
INPC  20,715,000,000 74,336,000,000 0.27867 
MAYA  163,518,000,000 600,930,000,000 0.27211 
MEGA  402,674,000,000 2,002,021,000,000 0.20113 
NISP  847,770,000,000 3,485,834,000,000 0.2432 
NOBU  1,304,000,000 43,444,000,000 0.03002 
PNBS  624,158,000 21,412,387,000 0.02915 
SDRA  196,752,000,000 734,723,000,000 0.26779 
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Lampiran 7 
Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2014 
Kode Saham 
Institusional 
Saham Beredar  INST 
AGRO  7,037,227,337 7,450,781,177 0.94450 
BACA  1,657,635,000 6,397,416,110 0.25911 
BBCA  11,625,990,000 24,655,010,000 0.47155 
BBKP  5,408,431,307 9,086,620,432 0.59521 
BBNI  18,235,732,000 18,648,656,458 0.97786 
BBRI  14,000,000,000 24,669,162,000 0.56751 
BBTN  6,354,000,000 10,567,696,000 0.60127 
BDMN  7,107,837,960 9,584,643,365 0.74159 
BGTG  591,218,000 703,218,000 0.84073 
BINA  1,210,000,000 1,580,000,000 0.76582 
BJBR  7,272,218,666 9,696,291,166 0.75000 
BJTM  11,934,147,982 14,917,684,982 0.80000 
BMAS  3,418,027,380 3,851,000,000 0.88757 
BMRI  14,000,000,000 23,333,333,333 0.60000 
BNBA  2,100,000,000 2,310,000,000 0.90909 
BNGA  24,430,178,574 25,131,606,843 0.97209 
BNII  65,909,370,930 67,746,840,730 0.97288 
BNLI  10,590,763,612 10,676,128,167 0.99200 
BSIM  7,861,971,522 14,040,168,349 0.55996 
BTPN  3,905,975,820 5,840,287,275 0.66880 
INPC  6,696,599,588 13,088,274,241 0.51165 
MAYA  2,985,418,366 3,478,318,200 0.85829 
MEGA  4,026,599,755 6,963,775,206 0.57822 
NISP  9,760,695,612 11,472,648,486 0.85078 
NOBU  3,233,500,000 4,311,330,000 0.75000 
PNBS  7,547,701,790 9,824,734,100 0.76824 
SDRA  4,061,983,762 5,211,339,040 0.77945 
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Lampiran 8 
Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2015 
Kode Saham 
Institusional 
Saham Beredar INST 
AGRO  11,058,449,293 11,479,715,698 0.96330 
BACA  2,915,135,000 6,404,528,162 0.45517 
BBCA  11,625,990,000 24,655,010,000 0.47155 
BBKP  5,408,431,307 9,086,620,432 0.59521 
BBNI  17,983,436,747 18,648,656,458 0.96433 
BBRI  14,000,000,000 24,669,162,000 0.56751 
BBTN  6,449,597,181 10,582,345,000 0.60947 
BDMN  7,110,358,860 9,584,643,365 0.74185 
BGTG  2,956,090,000 3,516,090,000 0.84073 
BINA  1,210,000,000 2,100,000,000 0.57619 
BJBR  7,272,218,666 9,696,291,166 0.75000 
BJTM  36,000,000,000 49,176,849,820 0.73205 
BMAS  3,418,345,880 3,851,000,000 0.88765 
BMRI  14,000,000,000 23,333,333,333 0.60000 
BNBA  2,100,000,000 2,310,000,000 0.90909 
BNGA  24,358,324,638 25,131,606,843 0.96923 
BNII  65,909,370,963 67,746,840,730 0.97288 
BNLI  10,590,763,612 11,883,834,973 0.89119 
BSIM  7,861,971,522 14,151,999,729 0.55554 
BTPN  4,051,983,001 5,840,287,275 0.69380 
INPC  6,696,599,588 13,088,274,241 0.51165 
MAYA  499,518,612 3,478,318,200 0.14361 
MEGA  4,026,599,755 6,963,775,206 0.57822 
NISP  9,760,695,612 11,472,648,486 0.85078 
NOBU  3,233,500,000 4,311,330,000 0.75000 
PNBS  9,019,951,790 9,872,717,000 0.91362 
SDRA  4,061,983,762 5,211,339,040 0.77945 
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Lampiran 9 
Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2016 
Kode Saham 
Institusional 
Saham Beredar INST 
AGRO  14,453,776,056 15,325,711,820 0.94311 
BACA  2,349,480,000 7,037,943,495 0.33383 
BBCA  11,625,990,000 24,655,010,000 0.47155 
BBKP  5,408,431,307 9,086,620,432 0.59521 
BBNI  18,049,741,821 18,648,656,458 0.96788 
BBRI  14,000,000,000 24,669,162,000 0.56751 
BBTN  6,354,000,000 10,590,000,000 0.60000 
BDMN  7,087,777,795 9,584,643,365 0.73949 
BGTG  7,540,136,200 11,175,060,000 0.67473 
BINA  2,589,576,720 2,725,000,000 0.95030 
BJBR  7,272,218,666 9,696,291,166 0.75000 
BJTM  11,934,147,982 14,945,057,582 0.79854 
BMAS  3,602,420,700 3,851,000,000 0.93545 
BMRI  14,000,000,000 23,333,333,333 0.60000 
BNBA  2,100,000,000 2,310,000,000 0.90909 
BNGA  22,991,336,581 25,131,606,843 0.91484 
BNII  65,909,370,964 67,746,840,730 0.97288 
BNLI  19,909,138,662 22,339,930,055 0.89119 
BSIM  8,941,161,979 15,251,704,336 0.58624 
BTPN  3,993,580,128 5,840,287,257 0.68380 
INPC  9,169,805,957 15,796,193,049 0.58051 
MAYA  556,199,879 3,882,565,000 0.14326 
MEGA  4,026,599,755 6,963,775,206 0.57822 
NISP  9,760,695,612 11,472,648,486 0.85078 
NOBU  3,360,082,300 4,437,912,300 0.75713 
PNBS  9,019,951,790 9,919,525,410 0.90931 
SDRA  4,061,983,762 5,211,339,040 0.77945 
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Lampiran 10 
Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2017 
Kode Saham 
Institusional 
Saham Beredar INST 
AGRO  16,623,058,801 17,912,537,958 0.92801 
BACA  2,349,480,000 7,039,500,962 0.33376 
BBCA  13,545,990,000 24,655,010,000 0.54942 
BBKP  5,408,431,307 20,717,191,202 0.26106 
BBNI  18,301,103,413 18,648,656,458 0.98136 
BBRI  70,000,000,000 123,345,810,000 0.56751 
BBTN  6,354,000,000 10,590,000,000 0.60000 
BDMN  7,575,069,933 9,584,643,365 0.79033 
BGTG  5,633,806,200 11,175,060,000 0.50414 
BINA  2,589,576,720 2,725,000,000 0.95030 
BJBR  8,282,218,666 9,696,291,166 0.85416 
BJTM  11,934,147,982 14,974,591,382 0.79696 
BMAS  4,013,059,985 4,443,461,538 0.90314 
BMRI  28,000,000,000 46,666,666,666 0.60000 
BNBA  2,100,000,000 2,310,000,000 0.90909 
BNGA  22,991,336,581 25,131,606,843 0.91484 
BNII  65,909,370,963 67,396,840,730 0.97793 
BNLI  24,991,429,335 28,042,739,205 0.89119 
BSIM  9,049,201,846 15,381,803,066 0.58831 
BTPN  3,504,172,354 5,840,287,257 0.60000 
INPC  9,169,805,957 15,796,193,049 0.58051 
MAYA  4,756,909,816 5,465,928,600 0.87028 
MEGA  4,039,807,622 6,963,775,206 0.58012 
NISP  9,760,695,612 11,472,648,486 0.85078 
NOBU  3,360,082,300 4,437,912,300 0.75713 
PNBS  845,577,869 10,195,335,256 0.08294 
SDRA  5,563,972,614 6,580,926,254 0.84547 
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Lampiran 11 
Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2018 
Kode Saham 
Institusional 
Saham Beredar INST 
AGRO  19,939,978,267 21,343,290,230 0.93425 
BACA  3,232,671,300 7,070,128,427 0.45723 
BBCA  13,545,990,000 24,655,010,000 0.54942 
BBKP  7,644,636,154 20,717,191,202 0.36900 
BBNI  17,947,895,555 18,648,656,458 0.96242 
BBRI  70,000,000,000 123,345,810,000 0.56751 
BBTN  6,354,000,000 10,590,000,000 0.60000 
BDMN  7,076,642,044 9,584,643,365 0.73833 
BGTG  5,633,806,200 11,175,060,000 0.50414 
BINA  2,589,576,720 2,725,000,000 0.95030 
BJBR  7,414,714,661 9,838,787,161 0.75362 
BJTM  11,934,147,982 14,978,134,982 0.79677 
BMAS  4,013,473,985 4,443,461,538 0.90323 
BMRI  28,000,000,000 46,666,666,666 0.60000 
BNBA  2,100,000,000 2,310,000,000 0.90909 
BNGA  22,991,336,581 25,131,606,843 0.91484 
BNII  74,148,042,329 75,865,195,821 0.97737 
BNLI  24,991,429,335 28,042,739,205 0.89119 
BSIM  9,337,130,865 15,381,803,206 0.60702 
BTPN  3,504,172,354 5,851,646,757 0.59884 
INPC  9,169,805,957 15,796,193,049 0.58051 
MAYA  5,549,727,252 6,376,916,700 0.87028 
MEGA  4,040,079,822 6,963,775,206 0.58016 
NISP  19,521,391,224 22,945,296,972 0.85078 
NOBU  3,432,388,700 4,437,912,300 0.77342 
PNBS  2,203,079,688 23,959,037,851 0.09195 
SDRA  5,563,972,614 6,580,926,254 0.84547 
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Lampiran 12 
Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2014 
Kode 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Dewan 
Komisaris 
PDKI 
AGRO  3 5 0.6000 
BACA  2 3 0.6667 
BBCA  3 5 0.6000 
BBKP  4 7 0.5714 
BBNI  4 8 0.5000 
BBRI  3 8 0.3750 
BBTN  3 5 0.6000 
BDMN  3 6 0.5000 
BGTG  2 3 0.6667 
BINA  2 3 0.6667 
BJBR  4 7 0.5714 
BJTM  3 4 0.7500 
BMAS  2 3 0.6667 
BMRI  3 8 0.3750 
BNBA  1 3 0.3333 
BNGA  4 8 0.5000 
BNII  3 6 0.5000 
BNLI  4 8 0.5000 
BSIM  2 3 0.6667 
BTPN  3 6 0.5000 
INPC  3 6 0.5000 
MAYA  3 5 0.6000 
MEGA  2 3 0.6667 
NISP  4 8 0.5000 
NOBU  2 3 0.6667 
PNBS  2 3 0.6667 
SDRA  3 4 
0.7500 
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Lampiran 13 
Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2015 
Kode 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Dewan 
Komisaris 
PDKI 
AGRO  2 4 0.5000 
BACA  2 3 0.6667 
BBCA  3 5 0.6000 
BBKP  3 6 0.5000 
BBNI  5 8 0.6250 
BBRI  5 8 0.6250 
BBTN  3 5 0.6000 
BDMN  4 6 0.6667 
BGTG  2 3 0.6667 
BINA  2 3 0.6667 
BJBR  3 4 0.7500 
BJTM  2 5 0.4000 
BMAS  2 3 0.6667 
BMRI  4 8 0.5000 
BNBA  1 3 0.3333 
BNGA  4 8 0.5000 
BNII  3 6 0.5000 
BNLI  4 8 0.5000 
BSIM  2 3 0.6667 
BTPN  3 6 0.5000 
INPC  2 6 0.3333 
MAYA  2 5 0.4000 
MEGA  2 4 0.5000 
NISP  4 8 0.5000 
NOBU  2 3 0.6667 
PNBS  2 3 0.6667 
SDRA  3 4 0.7500 
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Lampiran 14 
Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2016 
Kode 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Dewan 
Komisaris 
PDKI 
AGRO  2 4 0.5000 
BACA  2 3 0.6667 
BBCA  3 5 0.6000 
BBKP  4 7 0.5714 
BBNI  5 8 0.6250 
BBRI  5 9 0.5556 
BBTN  3 5 0.6000 
BDMN  3 6 0.5000 
BGTG  2 3 0.6667 
BINA  2 3 0.6667 
BJBR  3 4 0.7500 
BJTM  2 5 0.4000 
BMAS  2 3 0.6667 
BMRI  4 8 0.5000 
BNBA  1 3 0.3333 
BNGA  4 8 0.5000 
BNII  3 6 0.5000 
BNLI  4 8 0.5000 
BSIM  2 3 0.6667 
BTPN  3 5 0.6000 
INPC  2 5 0.4000 
MAYA  2 5 0.4000 
MEGA  2 4 0.5000 
NISP  4 8 0.5000 
NOBU  2 3 0.6667 
PNBS  2 4 0.5000 
SDRA  3 4 0.7500 
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Lampiran 15 
Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2017 
Kode 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Dewan 
Komisaris 
PDKI 
AGRO  3 4 0.7500 
BACA  1 2 0.5000 
BBCA  3 5 0.6000 
BBKP  4 7 0.5714 
BBNI  4 8 0.5000 
BBRI  5 11 0.4545 
BBTN  5 8 0.6250 
BDMN  3 6 0.5000 
BGTG  3 4 0.7500 
BINA  2 3 0.6667 
BJBR  4 5 0.8000 
BJTM  2 5 0.4000 
BMAS  2 3 0.6667 
BMRI  4 8 0.5000 
BNBA  1 3 0.3333 
BNGA  4 8 0.5000 
BNII  3 6 0.5000 
BNLI  4 8 0.5000 
BSIM  2 3 0.6667 
BTPN  3 5 0.6000 
INPC  3 6 0.5000 
MAYA  3 6 0.5000 
MEGA  3 6 0.5000 
NISP  5 8 0.6250 
NOBU  3 3 1.0000 
PNBS  2 4 0.5000 
SDRA  3 4 0.7500 
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Lampiran 16 
Perhitungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Tahun 2018 
Kode 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Dewan 
Komisaris 
PDKI 
AGRO  2 3 0.6667 
BACA  2 3 0.6667 
BBCA  3 5 0.6000 
BBKP  4 8 0.5000 
BBNI  5 9 0.5556 
BBRI  5 10 0.5000 
BBTN  5 9 0.5556 
BDMN  4 8 0.5000 
BGTG  2 3 0.6667 
BINA  2 3 0.6667 
BJBR  1 2 0.5000 
BJTM  2 4 0.5000 
BMAS  1 2 0.5000 
BMRI  4 8 0.5000 
BNBA  1 3 0.3333 
BNGA  4 8 0.5000 
BNII  3 6 0.5000 
BNLI  4 8 0.5000 
BSIM  2 3 0.6667 
BTPN  3 5 0.6000 
INPC  3 7 0.4286 
MAYA  3 6 0.5000 
MEGA  3 6 0.5000 
NISP  5 8 0.6250 
NOBU  3 3 1.0000 
PNBS  2 3 0.6667 
SDRA  3 4 0.7500 
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Lampiran 17 
Kompensasi Rugi Fiskal  Tahun 2014 – 2018 
Kode 2014 2015 2016 2017 2018 
AGRO  0 0 0 0 0 
BACA  0 1 0 0 1 
BBCA  0 1 1 1 0 
BBKP  1 1 1 1 1 
BBNI  1 1 1 1 1 
BBRI  1 0 1 0 0 
BBTN  1 0 1 0 0 
BDMN  1 0 1 1 1 
BGTG  0 0 0 1 1 
BINA  0 0 0 0 0 
BJBR  0 0 0 0 0 
BJTM  1 0 0 0 0 
BMAS  0 1 1 0 0 
BMRI  0 1 1 0 0 
BNBA  0 1 1 1 0 
BNGA  0 1 1 1 1 
BNII  0 1 1 1 0 
BNLI  1 1 0 1 1 
BSIM  1 1 0 1 1 
BTPN  1 1 0 0 0 
INPC  1 1 1 0 0 
MAYA  1 0 1 0 0 
MEGA  1 0 0 1 1 
NISP  1 0 0 0 0 
NOBU  0 0 0 0 0 
PNBS  0 1 0 0 0 
SDRA  0 1 1 0 0 
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Lampiran 18 
Hasil Output SPSS 
 
Hasil Uji Statistik Deskriptif  
 
Uji Frequency  
 
Hasil Regresi Berganda  
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Hasil Uji Autokorelasi  
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Hasil Uji Normalitas  
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
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 Lampiran 19 
Jadwal Penelitian  
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Naskah Skripsi                                         
  
Pendaftaran 
Munaqosah                                         
  Munaqosah                                         
  Revisi Skripsi                                         
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2 
 
1 
 
No Bulan Maret April Mei  Juni Juli 
  Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
Penyusunan 
Proposal                                     
  Konsultasi      X  X  X  X                         
  Pengumpulan Data              X  X  X  X  X  X  X  X  X       
  Analisis Data                                         
  
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi                                         
  
Pendaftaran 
Munaqosah                                         
  Munaqosah                                         
  Revisi Skripsi                                         
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2 
 
2 
 
No Bulan Agustus September  Oktober 
  Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
Penyusunan 
Proposal                     
  Konsultasi                     
  
Pengumpulan 
Data                     
  Analisis Data          X  X  X           
  
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi                X         
  
Pendaftaran 
Munaqosah                X         
  Munaqosah                      X   
  Revisi Skripsi                      X  X 
90 
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Lampiran 20 
RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Nur Atikah Roliana 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 29 Mei 1997 
Agama    : Islam 
Alamat   : Tengklik rt 01/rw 11, Telukan, Grogol, Sukoharjo 
Telepon   : 0895346436375 
Email    : Tikahbib@gmail.com 
Riwayat Pendidikan  
a) SDN TELUKAN O2  
b) SMP MTA GEMOLONG 
c) SMK Tamansiswa Sukoharjo 
d) IAIN Surakarta  
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